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TANGGUL LAUT TAMBAKLOROK TARGET RAMPUNG AKHIR TAHUN 

 
Sumber Gambar:  
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Isi Berita:  

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan 

pembangunan tanggul laut di kawasan Tambaklorok telah menunjukkan progres positif 

sehingga optimistis akan rampung pada tahun ini. 

"Kalau 'sheetpile' sudah, untuk tanggulnya sudah pasang semuanya. Semoga di Desember 

2023 ini sudah selesai," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Jumat. 

Pemasangan "sheetpile" atau tiang pancang di kampung nelayan itu memang sudah 

memasuki tahap akhir, kata dia, sehingga berdasarkan perhitungan selesai akhir tahun ini. 

Menurut dia, pengerjaan yang sedang dikejar saat ini, yakni pengurukan tanah di area 

tanggul laut yang belum tertutup. 

Meski demikian, kata dia, tanggul laut dengan panjang 1,5 kilometer dan ketinggian tiga 

meter itu secara keseluruhan sudah terlihat secara fisik. 

"Mungkin ini yang untuk urugan-urugan (tanah), tetapi kami akan cek ke sana lagi, mana-

mana saja. Namun, secara 'overall' ini sudah tertutup, tinggal reklamasinya," katanya. 

Selain itu, untuk proses yang sedang dilakukan yaitu, pembebasan lahan setidaknya masih 

ada sebanyak 12 bidang tanah yang belum selesai. 

Namun, kata dia, laporan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa tidak akan lama 

lagi proses pembebasan tanah itu selesai. 

"Karena ini (tanggul laut) bisa berfungsi untuk penanggulangan banjir dan rob," kata 

perempuan pertama yang jadi Wali Kota Semarang itu. 
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Pembangunan tanggul laut di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung mas, 

Kecamatan Semarang Utara sebagai upaya penanggulangan banjir dan rob ditargetkan 

rampung pada akhir 2023. 

Dalam pembangunan tanggul laut tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali 

Juana ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi 

penanggung jawab. 

Tak hanya tanggul laut, dalam proyek yang menelan anggaran hampir Rp300 miliar itu 

juga meliputi pembangunan kolam retensi atau polder untuk mengatasi genangan air yang 

selama ini terhambat menuju laut. 

Selain untuk penanggulangan rob dan banjir, pembangunan tanggul laut di Tambaklorok 

itu juga dimaksudkan untuk memajukan perekonomian kawasan kampung nelayan 

tersebut. 

 

Sumber Berita: 

1. https://jateng.antaranews.com/berita/515235/tanggul-laut-tambaklorok-target-
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tanggal 17 November 2023. 

2. https://jateng.tribunnews.com/2023/11/17/tanggul-laut-tambaklorok-semarang-

ditargetkan-rampung-akhir-2023, “Tanggul Laut Tambaklorok Semarang Ditargetkan 

Rampung Akhir 2023”, tanggal 17 November 2023. 

3. https://jateng.solopos.com/wali-kota-semarang-pembangunan-tanggul-laut-tambak-

lorok-kelar-tahun-ini-1797966, “Wali Kota Semarang: Pembangunan Tanggul Laut 

Tambak Lorok Kelar Tahun Ini”, tanggal 17 November 2023. 

 

Catatan : 

 Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Wali Kota Semarang mengatakan 

pembangunan tanggul laut di kawasan Tambaklorok telah menunjukkan progres 

positif sehingga optimistis akan rampung pada tahun ini. "Kalau 'sheetpile' sudah, 

untuk tanggulnya sudah pasang semuanya. Semoga di Desember 2023 ini sudah selesai 

tanggul laut dengan panjang 1,5 kilometer dan ketinggian tiga meter itu secara 

keseluruhan sudah terlihat secara fisik. Tak hanya tanggul laut, dalam proyek yang 

menelan anggaran hampir Rp300 miliar itu juga meliputi pembangunan kolam retensi 

atau polder untuk mengatasi genangan air yang selama ini terhambat menuju laut. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran 

Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 

lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Lampiran 

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja modal 

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 
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